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ABSTRACT

After the enactment of Law Number 17 Year 2008 concerning Shipping
brought a change in the duties and authority between the Port Business Entity
which is now play role ads the terminal operator and the Port Operator as the
regulator. This separation has implications for the overlap in the implementation
of port activities in the field of management rights at the port management. Article
83 Paragraph (1) of Law Number 17 Year 2008 concerning Shipping regulates
that the provision of land and water land is the duty and responsibility of the Port
Operator. On the other hand Article 344 of Law Number 17 Year 2008 concerning
Shipping emphasizes that the exploitation activities at ports which have been
carried out by State-Owned Enterprises are still carried out by said State-Owned
Enterprises. PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) as the State Owned Enterprises
in Port Business has signed a concession agreement with the Port Operator, which
regulates land management rights under the authority of the Port Operator. This
caused an impact on the certification process of PT Pelabuhan Indonesia III
(Persero) prior to the entry into force of the Concession Agreement, which was
constrained, even though legally the land of PT Pelabuhan Indonesia III (Persero)
was a party entitled to have management rights.
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ABSTRAK

Pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang
Pelayaran membawa perubahan dalam tugas dan kewenangan antara Badan Usaha
Pelabuhan yang kini sebagai terminal operator dan Penyelenggara Pelabuhan
sebagai regulator. Pemisahan tersebut berimplikasi pada tumpang tindihnya
penyelenggaraan kegiatan kepelabuhanan di bidang tata kelola hak pengelolaan di
pelabuhan. Pada Pasal 83 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang
Pelayaran diatur bahwa penyediaan tanah daratan dan perairan menjadi tugas dan
tanggung jawab Penyelenggara Pelabuhan. Pada sisi lain Pasal 344 Undang-
Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran menegaskan bahwa kegiatan
pengusahaan di pelabuhan yang telah diselenggarakan oleh Badan Usaha Milik
Negara tetap dilenggarakan oleh Badan Usaha Milik Negara dimaksud. PT
Pelabuhan Indonesia III (Persero) selaku Badan Usaha Pelabuhan BUMN telah
menandatangani perjanjian konsesi dengan Penyelenggara Pelabuhan, yang mana
diatur mengenai tanah hak pengelolaan menjadi kewenangan Penyelenggara
Pelabuhan. Hal tersebut membawa dampak proses pensertifikatan PT Pelabuhan
Indonesia III (Persero) sebelum berlakunya Perjanjian Konsesi menjadi
terkendala, meskipun secara hukum tanah Nasional PT Pelabuhan Indonesia III

(Persero) merupakan pihak yang berhak memiliki hak pengelolaan.

Kata Kunci: Badan Usaha Pelabuhan, Regulator, Hak Pengelolaan.
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